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ABSTRAK 

Novi Kurnia Wati (2025):  Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 

Penggelapan Dana Di Pengadilan Tinggi 

Pekanbaru Berdasarkan Putusan No. 

325/Pid.B/2023/Pt Pbr 

Tindak pidana penggelapan diatur dalam kitab undangundang hukum 

pidana (KUHP), yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan 

hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan 

orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam 

karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana 

denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Seperti pada kasus dalam putusan 

325/Pid.B.2023/PT Pbrb bahwa uang milik saksi Risma Yenti sejumlah Rp 

220.062.000,- (dua ratus dua puluh juta enam puluh dua ribu rupiah) telah habis 

dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa, sehingga saksi Risma 

Yenti mengalami kerugian sebesar Rp 220.062.000,- (dua ratus dua puluh juta 

enam puluh dua ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan 

diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. 

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui penerapan aspek 

keadilan, kepastian hukum, dan aspek kemanfaatan hukum terhadap tindak pidana 

penggelapan dana di pengadilan tinggi Pekanbaru berdasarkan putusan Nomor 

325/PID.B/2023/ PT Pbr dan untuk mengetahui putusan yang dijatuhkan dalam 

perkara pidana Nomor 325/PID.B/2023/ PT Pbr telah mencerminkan 

keseimbangan antara aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum 

sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam tindak pidana penggelapan dana. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe 

penelitian hukum normatif. Penggunaan metode deskriptif sehingga dalam 

melaksanakan pengolahan terhadap data primer maupun data sekunder kemudian 

menjelaskan data-data hasil penelitian yang melaksanakan hal yang merujuk 

kepada aturan-aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dengan 

memperhatikan permasalahan yang dimuat ke dalam bentuk deskriptif. 

Putusan No. 325/Pid.B/2023/PT Pbr tidak terlalu membantu 

masyarakat karena terdakwa terlihat diuntungkan oleh putusan hakim yang hanya 

menjatuhkan hukuman yang tidak proporsional karena telah menghambur-

hamburkan uang Korban. Penjatuhan pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan 

kepada terdakwa merupakan bentuk implementasi teori relatif dalam pemidanaan, 

yang menekankan pada tujuan di balik pemidanaan itu sendiri. Putusan yang jelas 

dan tegas dalam perkara ini memberikan kepastian mengenai status hukum 

terdakwa dan konsekuensi atas perbuatannya.  

 

 

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana, Penggelapan Dana 
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Subhanahu Wata’ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga 

menjadi sumber kekuatan  utama penulis untuk menuliskan kata demi kata dalam 

skripsi ini. Sholawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan 

umat manusia yakni Nabi Muhammad Shallahu’Alaihi Wasallam yang telah 
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Ilmu Hukum , Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

Mengingat keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan 

penulis, skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan belum mencapai kata 
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penulisa khususnya serta semua pihak yang berkenan memanfaatkannya. 
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PERSEMBAHAN 

 

Ku persembahkan Skripsi ini untuk yang selalu bertanya : 

 

“Kapan Skripsimu Selesai” 

 

Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan 

pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya 

dari siapa yang cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah yang selesai? 

 

Karena mungin ada suatu hal baiknya terlambatnya mereka lulus dan percayalah 

alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik. 

Melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan kepada saya. 
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MOTTO 

 

“Only you can change your life. Nobody else can do it for you” 

 

Orang lain gak akan bisa paham struggle dan masa silutrnya kita. Yang mereka ingin tahu hanya bagian 

success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa 

depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang ya! 

 

 

بْ  عَلىَ سَارَْ مَنْ   وَصَلَْ الدَّر 

 

Barang siapa yang berjalan di atas jalannya, maka sampaikah ia (kepada tujuannya). 

(Mahfudzot) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

DAFTAR ISI 

 

ABSTRAK  .................................................................................................  i 

KATA PENGANTAR  ...............................................................................  ii 

PERSEMBAHAN  ......................................................................................  v 

MOTTO  .....................................................................................................  vi 

DAFTAR ISI  ..............................................................................................  vii 

BAB I PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  ..................................................................  1 

B. Batasan Masalah  ..............................................................................  7 

C. Rumusan Masalah  ............................................................................  7 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  ........................................................  8 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teori  ................................................................................  10 

1. Pengertian Tindak Pidana  ............................................................  10 

2. Unsur-Unsur Terjadinya Tindak Pidana  ......................................  15 

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana ............................................................  17 

4. Pengertian Hukum Acara Pidana  .................................................  19 

5. Penggelapan dalam Pidana  ..........................................................  20 

6. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan  ...................................  25 

7. Pemberatan Pidana dalam Penggelapan  .......................................  27 

8. Kepastian Hukum  ........................................................................  30  

9. Teori-Teori Tentang Pembuktian  ................................................  33 



viii 
 

B. Penelitian Terdahulu  ........................................................................  36 

BAB III METODE PENELITIAN  

A. Jenis Penelitian  ................................................................................  39 

B. Pendekatan Penelitian  ......................................................................  39 

C. Sember dan Jenis Data  .....................................................................  40 

D. Metode Pengumpulan Data  ..............................................................  41 

E. Analisis Data  ...................................................................................  41 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Penerapan Aspek Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Aspek 

Kemanfaatan Hukum Terhadap Tidank Pidana Penggelapan Dana Di 

Pengadilan Tinggi Pekanbaru Berdasarkan Putusan Nomor 

235/Pid.B/2023/PT Pbr .....................................................................  42 

B. Putusan Yang Dijatuhkan Dalam Perkara Pidana No. 

325/Pid.B/2023/Pt Pbr Berkenaan dengan Keseimbangan Antara 

Aspek Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Hukum Sesuai 

Dengan Tujuan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Penggelapan Dana 58 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan  ......................................................................................  64 

B. Saran  ................................................................................................  65 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN



1 
 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Kehidupan manusia sejatinya hidup secara berdampingan dan 

membutuhkan peran orang lain dalam memenuhi kebutuhannnya. Hal ini 

wajar terjadi karena manusia pada umumnya adalah makhluk sosial yang 

saling membutuhkan interaksi antara satu individu dengan yang lain.
1
 Atas 

terjadinya interaksi tersebut akan menimbulkan dampak yang positif bahkan 

yang negatif. Dampak dari interaksi yang bersifat negatif dapat 

menimbulkan kerugian pada salah satu pihak sehingga keadaan tersebut bisa 

menjadi penyebab terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana. 

  Pada saat ini, perlakuan tindak pidana atau kriminalitas sering kali 

kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari. Seiring 

dengan perkembangan zaman, pelaku tindak pidana dalam melakukan 

kejahatannya telah menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan 

keinginannya dari orang lain yaitu dengan cara yang tentunya melanggar 

ketentuan hukum dan undang-undang yang sangat dijunjung di negara 

Indonesia. 

  Hukum memiliki fungsi untuk mencapai tata tertib hubungan 

manusia di dalam kehidupan. Hukum menjaga kebutuhan hidup agar 

terwujudnya suatu keseimbangan dalam kehidupan sosial yang merasakan 

                                                           
  

1
Meilanny Budiarti S. Mengurai Konsep Dasar Manusia Sebagai Individu Melalui Relasi 

Sosial Yang Dibangunnya, Prosiding KS: Riset & PKM, Vol. 4, No. 2, (Januari 2017), h., 106 
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ketidaktepatan ikatan maupun tekanan sosial. Dalam hal ini hukum 

memiliki arti sebagai penjaga agar selalu terwujudnya keadilan dalam 

kehidupan sosial bermasyarakat.
2
  Adapun hukum sebagai pengatur 

kepentingan publik (masyarakat umum) merupakan salah satu sifat dari 

hukum pidana yakni hukum publik. Hukum publik diartikan sebagai hukum 

yang mengatur hubungan antara masyarakat dan negara. 

  Hukum pidana adalah hukum publik yang dalam pengertian 

menurut Mezger yang dikutip oleh Andi Sofyan adalah “aturan-aturan 

hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi 

syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana”.
3
 Namun, dengan 

adanya hukum pidana sebagai pengatur kepentingan publik bukan berarti 

tidak terjadinya kasus tindak pidana di masyarakat. Hal ini dikarenakan 

adanya asas legalitas sebagai upaya dalam memberantas tindak pidana tidak 

hanya bersifat preventif tetapi juga represif, yang mana telah adanya 

macam-macam perbuatan yang dilarang beserta sanksinya. Maka dari itu, 

jika ada seseorang atau badan hukum sebagai subjek yang melakukan tindak 

pidana telah ada sanksi yang akan pelaku tindak pidana itu terima.  

  Pengertian dari tindak pidana penggelapan diatur dalam kitab 

undang-undang hukum pidana (KUHP), yang berbunyi: “Barang siapa 

dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang 

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada 

dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, 

                                                           
 

2
 Muhamad Sadi Is. Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2015), h., 4 

 
3
 Andi Sofyan dan Nur Azisa. Hukum Pidana, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), h., 

2 
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dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling 

banyak sembilan ratus rupiah.”
4
 Penggelapan merupakan tindak pidana yang 

hampir sama dengan pencurian. Perbedaannya jika pencurian dilakukan 

ketika barang objek curiannya belum ada di tangan pelaku, sedangkan 

penggelapan dilakukan saat objek curiannya sudah ada di tangan pelaku. 

  Dalam konteks hukum pidana Islam, dijelaskan berbagai 

permasalahan pencurian dari yang terendah seperti mencopet sampai ke 

tingkat yang tertinggi seperti merampok. Perlu adanya klasifikasi jenis dan 

modus operandi pencurian sehingga dapat ditemukan hukuman yang terkait 

dengan tindak pidananya.
5
  

  Penggelapan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang 

mengandung pencurian, namun tidak bisa diberlakukan sanksi hukuman had 

melainkan dikenakan hukuman takzir, karena dalam hukum pidana Islam 

untuk memberlakukan hukuman had harus memenuhi unsur-unsur pokok 

dari suatu jarimah yang ada dalam dalilnya. Tindak tanduk kejahatan dalam 

tindak pidana penggelapan dirasa masih banyak terjadi dalam kehidupan 

sehari-hari.  

  Seseorang yang memiliki jabatan dalam suatu hubungan kerja 

memang dirasa rentan untuk tersandung kasus tindak pidana penggelapan 

ini. Tindak pidana penggelapan memiliki unsur melawan hukum yang 

diantaranya yaitu dengan sengaja memiliki barang kepunyaan orang lain 

                                                           
 

4
 Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

 
5
 M. Nurul Irfan. Hukum Pidana Islam, (Jakarta: AMZAH, 2016), h., 80 



4 
 

 
 

tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang digunakan untuk kepentingan 

pribadi dan benda tersebut telah ada dalam kekuasaannya.
6
 

  Pada kenyataannya di Indonesia sendiri masih terdapat banyak 

kasus penggelapan, salah satunya yang dilakukan oleh terdakwa Putra Hari 

Supanda bahwa sekira bulan Juni 2020 Terdakwa ditelphone oleh saksi Lili 

Indrawati yang meminta bantuan untuk pengurusan pajak, STNK, dan 

BPKB mobil baru merk Range Rover Velar 2.0L A/T dari Jakarta yang 

dibeli oleh kakak ipar saksi Lili Indrawati yaitu saksi Risma Yenti. 

Selanjutnya Terdakwa menyanggupi untuk membantu pengurusan pajak, 

STNK, dan BPKB mobil tersebut dengan biaya pengurusan sebesar Rp 

230.887.000,- (dua ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh 

ribu rupiah) dan saksi Lili Indrawati menyetujui dengan biaya sebagaimana 

disebutkan oleh Terdakwa tersebut. Pada bulan Juli 2020 mobil merk Range 

Rover Velar 2.0L A/T dari Jakarta tersebut tiba di Pekanbaru dan Terdakwa 

menyuruh saksi Lili Indrawati membawa mobil tersebut untuk dilakukan 

cek fisik untuk pengecekan nomor rangka mesin mobil di bengkel mobil 

Sedayu Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru, kemudian saksi Lili Indrawati 

datang bersama dengan saksi Syafrizal dengan membawa mobil tersebut. 

Setelah selesai cek fisik dan mendapatkan data nomor rangka mesin mobil 

kemudian hasilnya dibawa oleh Terdakwa ke samsat untuk mendapatkan 

surat resmi hasil cek fisik kendaraan. Kemudian Terdakwa meminta faktur 

dan berkas kendaraan baru tersebut kepada saksi Lili Indrawati, namun pada 

                                                           
  

6
 Yahman. KARAKTERISTIK WANPRESTASI TINDAK PIDANA PENIPUAN: Yang 

Lahir Dari Hubungan Kontraktual, (Jakarta: Kencana, 2014), h., 126 
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saat itu berkas belum tiba di Pekanbaru. Pada tanggal 06 Agustus 2020 

Terdakwa menelphone saksi Lili Indrawati untuk meminta uang sebesar 

Rpp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk 

panjar pengurusan BPKB dan STNK. Selanjutnya tanggal 06 Agustus 2020 

Terdakwa menerima transferan uang masuk ke rekening mandiri atas nama 

Terdakwa Putra Hari Supanda dengan nomor rekening 108-000-1218-1096 

secara 2 tahap yaitu Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Rp 

70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Selanjutnya tanggal 07 Agustus 2020 

Terdakwa pergi ke samsat untuk melakukan pendaftaran BPKB, STNK, 

STCK (surat tanda coba kendaraan), NRKB (nomor register kendaraan 

bermotor) pilihan BM 579 sehingga uang yang dibayarkan ke samsat 

sebesar Rp 10.825.000,- (sepuluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu 

rupiah), namun pajak mobil belum Terdakwa bayarkan ke Bapenda. 

  Pada tanggal 08 Oktober 2020 anak dari saksi Lili Indrawati yang 

Bernama saksi Thufael Rezanno Aufa datang ke kantor DIT LANTAS jalan 

Senapelan Kota Pekanbaru bertemu dengan Terdakwa dan mengambil 

BPKB serta plat nomor BM 579 mobil merk Range Rover Velar 2.0L A/T. 

Selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2020 saksi Thufael Rezanno Aufa 

pergi ke Samsat untuk mengecek keaslian BPKB yang diserahkan Terdakwa 

dan petugas samsat menyatakan bahwa BPKB asli akan tetapi pajak 

kendaraan belum pernah disetor atau belum dibayar, sehingga STNK tidak 

bisa diterbitkan. 
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  Pada tanggal 24 Januari 2021 di cafe Tong Dji Jalan Arifin Ahmad 

Pekanbaru Terdakwa bertemu dengan saksi Lili Indrawati, saksi Risma 

Yenti, kemudian Terdakwa mengakui bahwa uang milik saksi Risma Yenti 

tersebut yang diperuntukkan untuk pengurusan pajak, STNK, dan BPKB 

sebuah mobil merk Range Rover Velar 2.0L A/T telah dipergunakan oleh 

Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa. 

  Bahwa uang milik saksi Risma Yenti sejumlah Rp 220.062.000,- 

(dua ratus dua puluh juta enam puluh dua ribu rupiah) telah habis 

dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa, sehingga saksi 

Risma Yenti mengalami kerugian sebesar Rp 220.062.000,- (dua ratus dua 

puluh juta enam puluh dua ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana 

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. 

    Dalam amar putusan hakim TERDAKWA telah dijatuhi hukuman 

yang setimpal dengan perbuatannya, yakni 1) Menolak permintaan banding 

dari Penuntut Umum tersebut, 2) Menguatkan putusan Pengadilan Negeri 

Pekanbaru Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pbr, tanggal 7 Juni 2023 tersebut, 3) 

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 

Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 

  Berdasarkan latar belakang tersebut membuat penulis tertarik 

untuk membahas penelitian terhadap tindak pidana penggelapan yang 

dilakukan oleh Putra Hari Supanda serta penulis akan menelaah mengenai 

putusan perkara terkait dengan tindak pidana ini, dengan judul yaitu: 
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TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA 

PENGGELAPAN DANA DI PENGADILAN TINGGI PEKANBARU  

BERDASARKAN PUTUSAN NO.325/PID.B/2023/PT PBR 

 

B. Batasan Masalah 

  Batasan masalah dalam penelitian ini adalah untuk agar 

pembahasan ini tepat pada sasaran dan tidak terlalu meluas serta tidak 

menyalahi sistematika penulisan karya ilmiah sehingga membawa hasil 

yang diharapkan, maka dalam penelitian ini penulis hanya membahas 

mengenai penerapan aspek keadilan, kepastian hukum, dan aspek 

kemanfaatan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dana di pengadilan 

tinggi Pekanbaru yang terfokus pada studi putusan nomor 325/PID.B/2023/ 

PT Pbr. 

 

C. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas 

maka permasalahan yang akan penulis kaji adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah penerapan aspek keadilan, kepastian hukum, dan aspek 

kemanfaatan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dana di 

Pengadilan Tinggi Pekanbaru berdasarkan Putusan Nomor 

325/PID.B/2023/ PT Pbr? 

2. Apakah putusan yang dijatuhkan dalam perkara pidana Nomor 

325/PID.B/2023/ PT Pbr telah berkenaan dengan aspek keadilan, 



8 
 

 
 

kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum sesuai dengan tujuan 

pemidanaan dalam tindak pidana penggelapan dana? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui penerapan aspek keadilan, kepastian hukum, dan 

aspek kemanfaatan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dana 

di Pengadilan Tinggi Pekanbaru berdasarkan Putusan Nomor 

325/PID.B/2023/ PT Pbr. 

2. Untuk mengetahui putusan yang dijatuhkan dalam perkara pidana 

Nomor 325/PID.B/2023/ PT Pbr telah berkenaan dengan aspek 

keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum sesuai dengan 

tujuan pemidanaan dalam tindak pidana penggelapan dana. 

b. Manfaat Penelitian 

1. Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan bahan 

rujuakan kepada masyarakat yang berminat dalam memahami aspek 

keadilan, kepasian hukum, dan kemanfaatan dalam suatu tindak 

pidana penggelapan dana di Pengadilan Tinggi Pekanbaru. 

2. Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan aspek 

keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam suatu perkara 

tindak pidana penggelapan. 

3. Secara akademis, manfaat akademis dalam penelitian ini adalah 

sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya 
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menggunakan konsep dan dasar peneliti yang sama, yaitu mengenai 

tindak pidana penggelapan dana.  
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BAB II 

 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teori 

 Menurut Kaelen Meter. S landasan teori pada sesuatu penelitian ialah 

dasar-dasar operasional penelitian.landasan teori dalam suatu penelitian 

merupakan bersifat strategis maksudnya membagikan realisasi penerapan 

penelitian. 

1. Pengertian Tindak Pidana 

  Manusia hidup di dunia sejatinya membutuhkan kedamaian, 

ketentraman dan keamanan terhadap manusia lainnya. Manusia merupakan 

makhluk sosial yang mana hal tersebut dirasa perlu untuk memperoleh 

kehidupan yang lebih baik. Namun tentunya terkadang harapan tidak 

sesuai dengan kenyataan, seperti terjadinya kejahatan atau tindak pidana 

sehingga sulit untuk terciptanya harapanharapan yang telah disebutkan 

diatas. Pada dasarnya, fungsi dari hukum sebagai alat pengendali sosial 

yang dapat dijalankan langsung oleh masyarakat itu sendiri didasarkan 

pada aturan dan pelaksanaan hukum.
7
 

  Istilah tindak pidana sebagai terjemahan Strafbaar Feit adalah 

diperkenalkan oleh pihak pemerintah melalui Departemen Kehakiman. 

Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana 

khusus, misalnya : Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, 

                                                           
 

7
 Achmad Ali. Menguak Tabir Hukum, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 104. 
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UndangUndang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-Undang mengenai 

Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.
8
 

  Istilah Tindak Pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah 

laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga 

seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia 

telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi 

dia tidak berbuat, yang di dalam undang-undang ditentukan pada Pasal 164 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan dalam pasal ini 

mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib 

apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tdak melaporkan, maka dia 

dapat dekenai sanksi. 

  Pembentuk Undang-Undang menggunakan kata “Strafbaar Feit” 

untuk menyebut apa yang dikenal sebagai “Tindak Pidana” tetapi dalam 

Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan 

mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “Strafbaar 

Feit”. Oleh karena itu timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat 

mengenai apa sebenarnya maksud dari kata “strafbaar feit”.
9
 

  Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-

undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai 

terjemahan istilah “strafbaarfeit” adalah:  

a. Tindak Pidana; dalam seluruh perundang-undangan yang terdapat di 

negara Indonesia, penggunaan perbuatan pidana yang dapat berakibat 

                                                           
 

8
 Teguh Prasetyo, 2013, Hukum Pidana Edisi Revisi (Cetakan Ke-4), Rajawali Pers, 

Jakarta, h. 49. 

 
9
 Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana, Pustaka Pena, Makassar, h. 97. 
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hukum disebut tindak pidana. Namun istilah tindak pidana ini merupakan 

pandangan teoritis dari para ahli hukum, atas rujukan para ahli dapat 

dikatakan bahwa istilah tindak pidana merupakan yang paling populer 

dalam undang-undang. 

b. Peristiwa Pidana; beberapa ahli hukum juga menggunakan peristiwa 

pidana sebagai gambaran perbuatan pidana, yang bahkan sebelumnya 

UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) tahun 1950 sempat 

menggunakan istilah peristiwa pidana yakni pada pasal 14 ayat 1. 

c. Delik; berasal dari bahasa latin delictum juga digunakan untuk 

menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit. 

d. Pelanggaran Pidana; kata-kata yang merujuk kepada istilah tersebut juga 

sering ditemukan di berbagai buku maupun literatur hukum lainnya. 

e. Perbuatan yang boleh dihukum; istilah ini digunakan oleh Mr. Karni 

dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana”.
10

 

  Pada intinya, tindak pidana menurut Moeljatno merupakan segala 

perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan ancaman atau 

sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan 

tersebut. Dalam arti lain, perbuatan tersebut merugikan masyarakat 

sehingga tidak terlaksananya tata pergaulan yang baik dan adil.
11

 

  Dalam bahasa Belanda strafbaarfeit terdapat dua unsur pembentuk 

kata, yaitu straafbaar dan feit. Perkataan feit dalam bahasa Belanda 

                                                           
  

10
 Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana bagian I (stelsel pidana, tindak pidana, 

teori pemidanaan, dan batas berlakunya hukum pidana), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 

h. 67. 

 
11

 Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 1. 
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diartikan “sebagian dari kenyataan”, sedangkan straafbaar berarti dapat 

“dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan straafbaarfeit berarti 

“sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum”. Oleh karena itu 

terjemahan atas istilah straafbaarfeit ke dalam bahasa Indonesia 

menimbulkan banyak istilah, antara lain tindak pidana, delik, peristiwa 

pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, dan straafbaar 

feit.
12

 

  Dalam suatu peraturan pidana seperti dalam Undang-Undang, 

terdapat aturan yang mengatur tentang tindak pidana. Untuk mengetahui 

adanya tindak pidana, maka dalam peraturan perundang-undangan pidana 

tersebut tentunya memiliki penjelasan mengenai perbuatan yang dilarang 

dan disertai dengan hukumannya. Adapun peristiwa tindak pidana hanya 

melihat dari sifat perbuatannya saja, sehingga dalam peraturan perundang-

undangan perlu merinci perbuatan yang dilarang dengan ancaman pidana 

jika ada yang melanggar. Hal ini yang membuat diperlukannya beberapa 

unsur atau syarat yang menjadi ciri khas dari larangan tersebut sehingga 

dapat dibedakan dengan perbuatan lain yang tidak dilarang. 

  Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu :  

a. Tindak pidana materil (materiel delict). Tindak pidana yang dimaksudkan 

dalam suatu ketentuan hukum pidana (straf) dalam hal ini dirumuskan 

sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa 

                                                           
 

12
 Insan Anshari Al Aspary, Tindak Pidana Perpajakan, Strafrecht Studie Center, Depok, 

2012 h.13. 
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merumuskan wujud dari perbuatan itu.Inilah yang disebut tindak pidana 

material (materiel delict); 

b. Tindak pidana formal (formeel delict). Apabila perbuatan tindak pidana 

yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa 

menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang 

disebut tindak pidana formal (formeel delict).
13

 

Adapun beberapa pengertian tindak pidana menurut pendapat 

ahli adalah sebagai berikut : 

a. Menurut Moeljatno “Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan 

diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan 

tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu 

hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat”.
14

 

b. Menurut Erdianto Effendi “Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang 

dilakukan oleh manusia yang dapt bertanggungjawab yang mana 

perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh 

undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk 

membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah 

apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak”.
15

 

c. Menurut Simons “Tindak pidana atau straafbaar feit adalah suatu tindakan 

atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, 

                                                           
 

13
 Adami Chazawi, Op.cit., h.126. 

 
14

 Moeljatno, Op.cit., h.59. 

 
15

 Erdianti Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 97. 
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bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh 

seseorang yang mampu bertanggung jawab”.
16

 

Dari rumusan Simons di atas dapat terlihat untuk adanya suatu 

Strafbaar Feit itu disyaratkan suatu tindakan yang dilarang ataupun yang 

diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan 

atau kewajiban itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat 

dihukum. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut 

harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam 

undang-undang. Setiap Strafbaar Feit itu pelanggaran terhadap larangan 

atau kewajiban terhadap undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan 

suatu tindakan yang melawan hukum. 

2. Unsur-Unsur Terjadinya Tindak Pidana 

  Menurut Simons, terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana 

yaitu;  

a. Perbuatan manusia,  

b. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld), 

c. Melawan hukum (onrechmatig),   

d. Dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung 

jawab (met schuld in verband stand) (toerekeningsvatoaar person).
17

 

Selain dari pada itu, beberapa ahli juga mengelompokkan 

beberapa unsur lain sehingga suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan 

sebagai tindak pidana. Unsur tersebut diantaranya berupa;  

                                                           
 

16
 Ibid. h. 13-14. 

 
17

 Rahmanuddin Tomalili. Hukum Pidana, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 12. 
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a. Objektif, yakni suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum 

yang sebelumnya telah ada hukum yang melarangnya disertai 

dengan hukumannya. Maka yang dijadikan patokan dalam unsur 

objektif ini adalah tindakannya. Jika dijabarkan satu per satu, maka 

unsur objektif ini memiliki unsur yang terdiri dari;  

1) Perbuatan manusia,  

2) Akibat dari perbuatan manusia, 

3) Keadaan-keadaan pada umumnya keadaan ini dibedakan antara 

keadaan pada saat perbuatan dilaksanakan dan keadaan setelah 

perbuatan dilakukan, 

4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. 

b. Subjektif, yakni perbuatan yang dilakukan dengan kesalahan yang 

melanggar undang-undang, dengan kata lain unsur ini 

mengutamakan pelaku tindak pidana tersebut. Terdapat asas dalam 

hukum pidana bahwa “tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan”. 

Kesalahan yang dimaksud adalah kesengajaan dan kealpaan. Pada 

umumnya para ahli hukum telah menyetujui bahwa kesengajaan 

memiliki tiga bentuk, yaitu kesengajaan sebagai maksud, 

kesengajaan dengan keinsyafan pasti dan kesengajaan dengan 

keinsyafan kemungkinan. Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang 

lebih ringan dari kesengajaan, kealpaan terdiri atas dua bentuk, yaitu 

tidak berhati-hati dan dapat menduga akibat perbuatan itu.  
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 Dalam sistem KUHP, peristiwa perbuatan pidana dibagi 

menjadi dua, yaitu kejahatan (misdrijven) dan pelanggaran 

(overtrendingen). Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan 

dengan kepentingan hukum, sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan 

yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa 

negara. Kejahatan merupakan rechtdelict, yaitu pelanggaran hukum yang 

dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan pembunuhan, 

melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Pelanggaran adalah 

wetsdelict, yaitu delik undang-undang yang melanggar apa-apa yang 

ditentukan oleh Undang-Undang. Pada pelanggaran, ketentuan Undang-

Undang harus ada terlebih dahulu untuk dapat menetapkan kepada 

pelanggarnya sebagai perbuatan tindak pidana.
18

 

Dengan kata lain tidak seorangpun dapat dihukum kecuali telah 

ditentukan suatu hukuman berdasarkan Undang-Undang terhadap perbuatan 

tersebut (asas legalitas). Sehingga asas legalitas ini memberikan batasan 

terhadap ketentuan tindak pidana pelanggaran, yaitu suatu tindakan akan 

dianggap sebagai pelanggaran jika memang telah diatur dalam suatu 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 

  Pada mulanya para ahli hukum membagi tindak pidana kedalam 

tiga jenis tindakan yang mereka sebut criminal atroscissima, atrocia, dan 

                                                           
  

18
 Maidah Purwanti. “Klasifikasi Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-Undang 

Keimigrasian.” Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, Vol I, No I, (Agustus, 2018), h. 2. 
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levia yang tidak didasarkan pada asas tertentu melainkan pada berat 

ringannya kejahatan.
19

 

  Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku 

sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu 

Kejahatan (yang diatur dalam Buku Kedua) dan Pelanggaran (yang diatur 

dalam Buku Ketiga). 

  Di samping itu dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal beberapa jenis 

tindak pidana, diantaranya adalah :
20

 

a. Tindak Pidana Formil  

Tindak pidana formil adalah tidak pidana yang perumusannya dititik 

beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Jadi tindak pidana tersebut 

telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang 

sebagaimana yang tercantum/dirumuskan dalam peraturan perundang-

undangan (pidana). Misalnya pada Pasal 362 KUHP, perbuatan yang 

dilarang tersebut adalah mengambil milik orang lain. 

b. Pidana Materiil  

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik 

beratkan kepada akibat yang dilarang (dalam suatu Undang-Undang). 

Jadi tindak pidana ini baru selesai apabila akibat yang dilarang (dari 

suatu perbuatan) itu telah terjadi. 

c. Tindak Pidana Comisionis  

                                                           
  

19
 Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Di 

Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014 , h. 207. 
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 M. Hamdan, 2000, Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup, CV. Mandar Maju 

2000, h. 36-37. 
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Tindak pidana comisionis adalah tindak pidana yang berupa 

pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-

Undang. 

d. Tindak Pidana Omisionis  

Tindak pidana Omisionis adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran 

terhadap perintah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Misalnya 

Pasal 522 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak menghadap 

sebagai saksi di muka pengadilan. 

e. Dolus dan Culpa  

Dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja sedangkan 

culpa adalah tindak pidana yang dilakukan dengan kelalaian atau 

karena kealpaan.  

f. Tindak Pidana Aduan (Klachtdelict)  

Dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan itu baru dapat dilakukan 

penuntutan, apabila ada pengaduan. Jadi jika tidak ada pengaduan, 

maka tindak pidana tersebut tidak akan dituntut. Misalnya Pasal 284 

KUHP, tindak pidana perzinahan, dengan demikian aduan ini dapat 

diketahui langsung dari bunyi rumusan pasal. 

4. Pengertian Hukum Acara Pidana 

  Pengertian hukum acara menurut beberapa ahli sebagai berikut : 

Menurut R. Seoroso  

  “Hukum Acara Pidana adalah kumpulan ketentuan-ketentuan 

dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan 
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keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum 

materil yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan 

yang mengabdi kepada hukum Materil”.  

  Demikian pula Menurut Moelyanto, dengan memberikan Batasan 

tentang pengertian Hukum Formil (hukum acara) adalah hukum yang 

mengatur tata cara melaksanakan hukum materiil (hukum pidana) dan 

hukum acara pidana (hukum pidana formil) adalah hukum yang mengatur 

tata cara melaksanakan/mempertahankan hukum pidana materiil. Dalam 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 

1981) tidak disebutkan secara tegas dan jelas tentang pengertian atau 

definisi hukum acara pidana itu, namun hanya dijelaskan dalam beberapa 

bagian dari hukum acara pidana, yaitu pengertian penyelidikan/penyidikan, 

penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, 

penyitaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan.
21

 

5. Penggelapan dalam Pidana. 

  Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu kejahatan yang 

tidak pandang bulu karena pelaku dari tindak pidana ini adalah orang yang 

masih dalam satu naungan sebuah institusi (perusahaan atau perkumpulan). 

Dari berbagai tindak pidana yang tercantum dalam KUHP, tindak pidana 

penggelapan merupakan suatu kejahatan yang karena pelaku dari tindak 

pidana ini diibaratkan seperti musuh dalam selimut.
22

 Dalam artian 

penggelapan ini adalah kejahatan untuk meraih kekayaan dari suatu 
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 Andi Muhammad sofyan (2) dan Abd.Asis, Hukum Acara Pidana, PT.Balebat Dedikasi 

Prima, Jakarta 2017, h. 3. 
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perusahaan atau institusi di tempat orang itu bekerja yang dilakukan oleh 

pihak internal untuk dimiliki secara pribadi tanpa sepengetahuan orang lain 

(ilegal).   

  Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kata dari 

“penggelapan” dan “menggelapkan” merupakan kata yang merujuk kepada 

perbuatan pidana yang mana apabila suatu barang berada dalam kekuasaan 

orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian 

orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu 

menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan 

hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan. Terdapat pula 

bentuk-bentuk penggelapan, diantaranya: 

1) Penggelapan Biasa 

Berdasarkan Pasal 372 KUHP, “Barangsiapa dengan sengaja memiliki 

dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya 

termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanganya 

bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman 

penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.”   

 Penggelapan ini diatur dalam pasal 372 KUHP, yaitu perbuatan 

“memiliki” dengan unsur-unsur diantaranya:  

a. Wujud menggelapkan adalah membelanjakan kepentingan lain dari 

maksud penguasaan atau titipan yang sebenarnya atas uang atau 

barang tersebut. 
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b. Penguasaan atas uang atau barang tersebut dikehendaki oleh pelaku 

itu sendiri, bukan dari orang lain. 

c. Penguasaan tersebut dikarenakan pelaku itu memiliki jabatan 

dalam sebuah perusahaan atau instansi. 

d. Penguasaan tersebut karena sebab yang sah bukan karena sebab 

melawan hukum.
23

 

Menurut Andi Hamzah, bagian inti tindak pidana penggelapan ini 

memiliki arti yang sama dengan delik pencurian. Delik dalam tindak pidana 

penggelapan merupakan bagian inti dari delik sengaja. Hal ini didasarkan 

karena dalam tindak pidana penggelapan tidak mungkin dilakukan dengan 

kelalaian (culpa). Kesengajaan itu dilakukan tanpa adanya izin dari orang 

yang memiliki barang tersebut, dan adanya barang tersebut bukan karena 

kejahatan melainkan dengan cara yang sah, seperti disewa, dipinjam, 

dititipkan dan dikelola.
24

 

2) Penggelapan Ringan 

Berdasarkan Pasal 373 KUHP, “Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 

373, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari 

dua ratus lima puluh rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan 

dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling 

banyak Sembilan ratus rupiah”. 

                                                           
  

23
 Tolib Effendi. Buku Ajar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Surabaya: Scopindo 

Media Pustaka, 2019), h. 29. 

 
24

 Andi Hamzah. Delik-Delik Tertentu Didalam KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 

98. 



23 
 

 
 

 Penggelapan ini menjadi ringan akibat objeknya bukan merupakan 

hewan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp 250. Penjelasan dari 

hewan ternak tersebut, dalam KUHP pada pasal 101 yang mengartikan 

ternak sebagai hewan yang berkuku satu, pemamah biak dan babi, atau 

dengan kata lain seperti kuda, sapi atau kerbau dan kambing. Mengenai 

nilai yang tidak lebih dari Rp 250 tersebut adalah nilai menurut 

umumnya bukan menurut korban atau petindak orang tertentu. 

3) Penggelapan Keluarga  

 Bunyi dalam pasal 376 KUHP yaitu “Ketentuan dalam pasal 367 

berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini.”, 

Maka dijelaskan bahwa ketentuan penggelapan keluarga yaitu: 

Berdasarkan Pasal 367 KUHP, “(1) Jika pembuat atau pembantu dari 

salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang 

terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta 

kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin 

diadakan tuntutan pidana.  (2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah 

meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah 

keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis 

menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin 

diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.”    

 

Kemudian berdasarkan Undang-Undang terbaru terkait dengan tindak 

pidana penggelapan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab 
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Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. KUHP baru ini mengatur 

penggelapan dalam Pasal 486  yang menyatakan “penggelapan umum dibatasi 

dengan sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp 

200 Juta”, dan Pasal 487 menyatakan “penggelapan dengan pemberatan dibatasi 

dengan sanksi pidana yang lebih berat”. 

 Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penjelasan Tongat yang dikutip 

oleh Adami Chazawi, mengemukakan berbagai jenis tindak pidana 

penggelapan dalam kalangan keluarga sebagai berikut:
25

 

a. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain 

melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, 

sedang antara suami dan istri tidak terjadi pemisahan harta kekayaan 

dan juga tidak terpisah meja dan ranjang, maka terhadap pelakunya 

mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan. 

b. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain 

melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, 

sedang diantara mereka sudah terpisah harta kekayaan atau tidak 

terpisah meja dan ranjang, dan juga apabila yang melakukan 

penggelapan itu adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis 

lurus atau menyamping sampai sederajat kedua, maka terhadap mereka 

hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari yang 

dirugikan.   
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Maka dari itu, tindak pidana penggelapan dalam keluarga memiliki 

pengecualian delik, yaitu sebagai delik aduan. Dimana delik aduan ini hanya 

dapat dilakukan penuntutan terhadap pelaku ketika korban dari tindak 

pidana penggelapan dalam keluarga yang mengajukan aduannya kepada 

pihak berwenang. 

 

6. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan 

  Dari rumusan di atas dapat disimpulkan unsur-unsur tindak pidana 

terdiri dari unsur objektif meliputi perbuatan memiliki suatu benda, yang 

sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya 

bukan karena kejahatan, dan unsur subjektif penggelapan dengan sengaja 

(opzettelijk) dengan penggelapan melawan hukum (wederechtelijk).
26

 

  Berdasarkan rumusan Pasal 372 KUHP, maka unsur-unsur tindak 

pidana penggelapan adalah sebagai berikut : 

a. Unsur Objektif, meliputi: 

1) Unsur mengakui sebagai milik sendiri (menguasai). Dalam tindak 

pidana pencurian, unsur menguasai merupakan unsur subjektif, tapi 

dalam tindak pidana penggelapan, unsur tersebut merupakan unsur 

subjekti. Dalam hal tindak pidana pencurian, menguasai merupakan 

tujuan tindak pidana. Dalam hal ini unsur tersebut tidak perlu terlaksana 

pada saat perbuatan yang dilarang yaitu mengambil barang itu selesai. 

Dalam hal ini yang harus dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai 

                                                           
  

26
Ismu Gunadi-Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana,Kencana 

Prenadamedia Group, Rawamangun, 2014, h. 143. 



26 
 

 
 

maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendir, tanpa perlu 

terbukti barang itu benar-benar jadi miliknya. Sementara dalam tindak 

pidana penggelapan, perbuatan menguasai tersebut merupakan 

perbuatan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan 

menguasai tersebut belum selesai. 

2) Unsur sesuatu barang suatu barang adalah segala sesuatu yang 

berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk). 

3) Unsur yang seluruh atau sebagian milik orang lain. Unsur ini berarti 

bahwa barang hasil penggelapan bukan merupakan barang milik pelaku 

penggelapan melainkan milik orang lain.  

4) Unsur barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. 

Barang hasil penggelapan tersebut tidak diperoleh melalui kejahatan, 

tapi karena suatu perbuatan yang boleh dilakukan, seperti barang 

tersebut diperoleh karena perjanjian sewa-menyewa dan sebagainya. 

5) Unsur secara melawan hukum. Sebagai syarat dari penggelapan ini 

adalah barang yang berada dalam kekuasaan petindak haruslah oleh 

sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum seperti karena penitipan, 

dan lain sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk 

menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri 

sendiri secara melawan hukum.
27

 

b. Unsur Subjektif, yaitu dengan sengaja. Pelaku memenuhi unsurunsur 

objektif tersebut dengan sengaja atau secara sadar. 
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7. Pemberatan Pidana dalam Penggelapan 

Berdasarkan Pasal 374 KUHP, “Penggelapan yang dilakukan oleh 

orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena 

pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana 

penjara paling lama lima tahun.” Dalam pasal ini, penggelapan 

dikategorikan sebagai penggelapan berat diakibatkan oleh unsur-unsur 

khusus yang memberatkan yaitu adanya hubungan kerja, sebagai mata 

pencaharian dan mendapat upah atas pekerjaannya. Pemberatan dalam 

tindak pidana ini diperlukan karena menurut Adam Chazawi, bahwa adanya 

benda di tangan seseorang yang disebabkan oleh ketiga hal tersebut 

dikarenakan hubungan kepercayaan yang lebih besar, yang seharusnya 

pelaku lebih memperhatikan keselamatan dan kepengurusannya bukan 

menyalahgunakan kepercayaan yang besar itu.
28

  

Terdapat perbedaan peraturan penggelapan yang dilakukan oleh 

seorang pejabat atau pegawai negeri, yakni tertuang dalam KUHP pada 

pasal 52, “Bila mana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana 

melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu 

melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana 

yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah 

sepertiga” . 
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Dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat 

peraturan yang lebih khusus terhadap penggelapan yang dilakukan oleh 

pejabat umum, yakni dalam Pasal 8, “Dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan 

pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta 

rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta 

rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan 

menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk 

sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga 

yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat 

berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu 

dalam melakukan perbuatan tersebut.” 

Selanjutnya terdapat pula pemberatan lain dalam tindak pidana 

penggelapan yang ditunjukan kepada, yaitu dalam pasal 375 KUHP yang 

berbunyi:   “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa 

disuruh menyimpan barang itu, atau wali, kurator, pengurus, orang yang 

menjalankan wasiat atau pengurus balai derma, tentang sesuatu barang yang 

ada dalam tangannya karena jabatannya yang tersebut, dihukum penjara 

selama-lamanya enam tahun”.  

Apabila rumusan di atas dirinci, maka unsur-unsur yang memenuhi 

pasal tersebut adalah: 
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a. Tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang kepadanya 

terpaksa barang itu diberikan untuk disimpan. 

b. Barang yang ada pada mereka karena jabatan mereka sebagai wali, 

pengampu, pengurus yang menjalankan wasiat, pengurus lembaga sos 

ial atau yayasan.  Penggelapan dalam pasal diatas dilakukan oleh orang-

orang tertentu ini dalam kewajibannya sebagai akibat dari hubungan 

orang itu dengan barang-barang yang harus diurusnya.  

Dalam pasal ini disebutkan beberapa kriteria orang yang dapat dikenai 

pasal pemberatan ini, diantaranya:  

1) Wali atau “voogd” yaitu orang yang dengan suatu penetapan hakim 

telah diberi kepercayaan untuk melakukan pengawasan terhadap 

anak-anak yang belum dewasa berikut harta kekayaan mereka.  

2) Pengampu atau “uitvorder” adalah orang yang dengan suatu 

penetapan hakim telah mendapat kepercayaan untuk melakukan 

pengawasan terhadap orang- orang yang telah dewasa berikut harta 

kekayaan mereka karena tidak dapat mengurusnya sendiri. 

3) Menjalankan wasiat adalah orang yang ditunjuk oleh orang lain 

didalam surat wasiatnya untuk melaksanakan apa yang dikehendaki 

dalam surat wasiat tersebut, apabila ia kemudian meninggal dunia.  

4) Pengurus lembaga sosial atau yayasan adalah mereka yang 

mempunyai kewajiban mengurus dan mengamankan harta 

kekayaan lembaga sosial atau yayasan tersebut, serta bertanggung 
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jawab terhadap harta kekayaan lembaga dan yayasan sosial 

tersebut.
29

 

Hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana disatu sisi 

tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku 

atau membuat jera, tetapi di sisi yang lain juga agar membuat pelaku dapat 

kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya.
30

 

8. Kepastian Hukum 

  Menurut Gustav Radbruch filsuf hukum dari jerman, terdapat tiga 

ide dasar hukum yang mana oleh bantak pakar teori hukum dan filsafat 

hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, 

kemanfaatan dan kepastian hukum
31

. Dengan adanya hukum modern maka 

mengakibatkan terbukannya pintu masuk untuk permasalahan yang 

sebelumnya tidak ada yaitu kepastian hukum itu sendiri. 

  Kepastian Hukum merupakan salah satu tujuan hukum dalam 

mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah 

pelaksanakan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa 

memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang 

dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindak hukum, 

kepastian sangat diperlukan untuk mewuudkan keadilan. Kepastian salah 

satu ciri yang tidak dapat dipishkan dari huku, terutama untuk norma hukum 
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tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak 

dapat digunkan sebgai pedoman perilaku bagi setiap orang.
32

 

  Kepastian hukum ialah suatu jaminan yang wajib dijalankan karena 

tujuan hukum paling utama. Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara 

terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud di dalam suatu 

perundangan-undangan yang dibuat oleh pemenrintah. 

  Gustav Radbruch Mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang 

berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: Pertama, bahwa 

hukum itu positif artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-

undangan, kedua bahwa hukum itu didasarkan pada fakta artinya didasarkan 

pada kenyataan, ketiga bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang 

jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan disamping mudah 

dilaksanakan, keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat 

Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian 

hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum 

merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. 

Berdasarkan pendapatnya tersebut,  menurut Gustav Radbruch, hukum 

positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat 

harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.
33

  

  Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan 

jaminan bahwa tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu 

kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak dipisahkan hal ini lebih 
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diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri 

hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum ini 

menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri 

karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara 

berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlakukan dalam 

melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.
34

 

  Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan 

sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang 

baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum 

dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan 

berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat 

menjaminadanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan 

yang harus ditaati.
35

 

  Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang 

diberikan tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya 

ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian 

hukum akan menimbukan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan 

saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan 

seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana “social 

disorganization atau kekacauan social”.
36
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9. Teori Tentang Pembuktian 

  Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana dikenal dengan 

“sistem negatif” (negatief wettelijk bewijsleer), yang dicari oleh hakim 

adalah kebenaran yang materil, sedangkan dalam hukum acara perdata 

berlaku sistem pembuktian positif (positief wettelijk bewijsleer), yang dicari 

oleh hakim adalah kebenaran formil. Pembuktian secara negative (negatief 

wettelijk stelsel) merupakan pembuktian di depan pengadilan agar suatu 

pidana dapat dijatuhkan oleh hakim, harus memenuhi dua syarat mutlak, 

yaitu; alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim. Sistem pembuktian 

secara negatif ini diakui berlakunya secara eksplisit dalam KUHAP, yang 

ditentukan dalam Pasal 183. Selengkapnya, peneliti mengulangi bunyi Pasal 

183 KUHAP tersebut yaitu, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana 

kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat 

bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-

benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. 

  Sistem pembuktian secara negatif dalam sistem pembuktian 

hukum pidana di Indonesia diberlakukan dalam hukum acara pidana karena 

yang dicari oleh hakim pidana adalah suatu kebenaran materil (materiele 

waarheid). 

  Secara teoritis ada 4 (empat) Sistem Pembuktian Pidana yang 

digunakan dalam proses pembuktian dan pemeriksaan di persidangan, yaitu: 

a) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang secara positif 
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 Teori pembuktian ini dikenal dengan istilah Positief Wettelijk 

Bewijstheorie. Teori ini mengatakan bahwa pembuktian harus 

didasarkan pada Undang-Undang saja. Dalam teori ini kewenangan 

seorang hakim dibatasi oleh Undang-undang, baik dalam menentukan 

alat bukti apa saja yang dapat digunakan dalam pembuktian maupun 

dalam hal kekuatan alat bukti. 

b) Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata 

 Teori ini berdasarkan keyakinan hakim saja dikenal dengan istilah 

Conviction Intime.Jika pada pembuktian berdasarkan Undang-undang 

secara positif kewenangan hakim dibatasi, pada teori ini berdasarkan 

keyakinan hakim semata ini merupakan kebalikannya. Dalam teori ini 

hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang diatur oleh 

Undang-undang, hakim secara bebas dapat melihat, menggunakan atau 

mengabaikan alat bukti yang ada. Teori berdasarkan keyakinan hakim 

saja, hakim dapat menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa di 

persidangan berdasarkan keyakinannya saja tanpa harus terikat dengan 

alat bukti. 

c) Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim secara Logis 

 Teori ini dikenal dengan istilah Conviction Raisonnee. Dalam teori 

ini hakim diberikan keleluasaan memutuskan suatu perkara berdasarkan 

keyakinannya, dnegan syarat keyakinan hakim tersebut harus didasar 

oleh alasan yang logis. Keyakinan yang dimaksud bukan keyakinan buta 

dengan mengabaikan fakta dan bukti-bukti yang ada. Jadi apa yang 
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diputuskan hakim berdasarkan keyakinannya bisa diterima oleh akal 

sehat. 

d) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Negatif 

 Teori ini dikenal dengan istilah Negatief Wettekijk Bewijs Theorie, 

secara historis, teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara 

negative ini merupakan gabungan antara teori pembuktian Undang-

undang secara positif dengan teori pembuktian berdasarkan keyakinan 

hakim secara logis. Pada teori ini hakim baru diperbolehkan 

menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila sudah terpenuhi dua 

syarat yaitu pertama, alat bukti yang ada dan digunakan dalam 

persidangan harus sah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kedua, 

alat bukti yang dinyatakan sah harus memberikan keyakinan kepada 

hakim bahwa seseorang terdakwa benar adanya melakukah tindak 

pidana. Indonesia sendiri menganut sistem pembuktian berdasarkan 

Undang-undang secara negatif. 

Dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, pembuktian 

merupakan masalah yang memegang peranan menentukan. Dengan 

pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa bersalah atau tidak bersalah. 

Hakim harus hati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan 

mempertimbangkan masalah pembuktian. Hakim harus meneliti sampai 



36 
 

 
 

dimana batas ketentuan minimum kekuatan pembuktian dari setiap alat-alat  

bukti yang ditegaskan dalam pasal 184 KUHAP.
37

 

 

B. Penelitian Terdahulu 

 Terdapat penelitian terdahulu terkait tinjauan yuridis terhadap tindak 

pidana penggelapan dana, sebagai berikut : 

1. Penelitian Andi Ichlasul Amal Nuzul, Universitas Hasanuddin (2022), 

yang berjudul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dana 

Perusahaan. Hasil penelitian adalah berfokus pada Tindak Pidana 

Penggelapan dana perusahaan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah 

pada penelitian ini hanya terfokus pada penggelapan dana yang 

dilakukan karena ada hubungan pekerjaan (Pasal 374 KUHP). Sedangkan 

pada penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada tujuan pemidanaan 

yaitu dari segi aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan (Pasal 

372 KUHP). Persamaan dengan penelitian ini adalah melakukan tinjauan 

yuridis  terhadap tindak pidana penggelapan dana.  

2. Penelitian Siti Athifah Q Azzahra, Universitas Hasanuddin (2023), yang 

berjudul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah 

Koperasi yang beroperasi tanpa izin bank Indonesia. Hasil penelitian 

berfokus pada Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah Koperasi yang 

beroperasi tanpa izin bank Indonesia. Perbedaan dengan penelitian ini 

adalah pada penelitian ini hanya terfokus pada kualifikasi tindak pidana 
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penggelapan dana nasabah koperasi yang beroperasi tanpa izin Bank 

Indonesia dan Bagaimana penerapan hukum pidana pada tindak pidana 

penggelapan dana nasabah koperasi yang beroperasi tanpa izin Bank 

Indonesai (Studi Putusan Nomor 414/Pid.B/2021/PN.Sdn). Sedangkan 

penelitian yang dilakukan peneliti terfokus pada Penerapan Aspek 

Keadilan, Kepastian Hukum, dan Aspek Kemanfaatan Hukum Terhadap 

Tindak Pidana Penggelapan Dana di Pengadilan Tinggi Pekanbaru 

Berdasarkan Putusan Nomor 325/PID.B/2023/ PT Pbr dan Apakah 

Putusan yang dijatuhkan dalam Perkara Pidana Nomor 325/PID.B/2023/ 

PT Pbr berkenaan dengan Aspek Keadilan, Kepastian Hukum, dan 

Kemanfaatan Hukum sesuai Dengan Tujuan Pemidanaan dalam Tindak 

Pidana Penggelapan Dana. Persamaan dengan penelitian ini adalah 

melakukan tinjauan yuridis  terhadap tindak pidana penggelapan dana. 

3. Penelitian Rajendra Isa Abdi Nata, Universitas Islam Sultan Agung 

(2024), yang berjudul Tinjauan Yuridis Perkara Tindak Pidana 

Penggelapan uang perusahaan oleh staf pribadi pt. Sukun wartono 

Indonesia. Hasil penelitian terfokus pada Penggelapan uang perusahaan 

oleh staf pribadi pt. Sukun wartono Indonesia. Perbedaan dengan 

penelitian ini adalah pada penelitian ini hanya terfokus pada penegakan 

hukum tindak pidana penggelapan uang perusahaan dan apa saja kendala 

dan solusi dalam proses persidangan dalam kasus tindak pidana 

penggelapan uang perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan 

peneliti terfokus pada Penerapan Aspek Keadilan, Kepastian Hukum, dan 
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Aspek Kemanfaatan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dana 

di Pengadilan Tinggi Pekanbaru Berdasarkan Putusan Nomor 

325/PID.B/2023/ PT Pbr dan Apakah Putusan yang dijatuhkan dalam 

Perkara Pidana Nomor 325/PID.B/2023/ PT Pbr telah Mencerminkan 

Keseimbangan Antara Aspek Keadilan, Kepastian Hukum, dan 

Kemanfaatan Hukum sesuai Dengan Tujuan Pemidanaan dalam Tindak 

Pidana Penggelapan Dana. Persamaan dengan penelitian ini adalah 

melakukan tinjauan yuridis  terhadap tindak pidana penggelapan dana. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe 

penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif menggunakan 

Studi Kasus Normatif ialah perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-

undang. Pokok kajiannya ialah hukum yang dikonsepkan sebagai norma 

atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi ancaman perilaku 

setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada 

inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan 

hukum, dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, 

perbandingan hukum dan sejarah hukum, dan uraian tersebut dikemukakan 

dalam kerangka teori yang digunakan untuk membahas dalam penyajian 

data.  

Penelitian normatif digunakan untuk mengetahui bagaimana 

penerapan aspek kepastian hukum, aspek keadilan, dan aspek kemanfaatan 

hukum terhadap tindak pidana penggelapan dana di Pengadilan Tinggi 

Pekanbaru bedasarkan Putusan Nomor 325/PID.B/2023/PT Pbr dan 

apakah putusan tersebut sudah sesusai dengan tujuan pemidanaan dalam 

tindak pidana penggelapan dana.  

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan 

perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan merupakan 
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penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan 

perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan 

penelitian. 

C. Sumber dan Jenis Data 

1. Bahan Hukum Primer 

 Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif 

atau mempunyai otoritas. Bahan hukum primer diperoleh dari 

peraturan perundang-undangan, catatan resmi dalam pembuatan 

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.
38

 

2. Bahan Hukum Sekunder 

 Bahan hukum sekunder yang berfungsi memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini terdiri dari literatur-

literatur yang berkaitan dengan studi ini, baik berbentuk buku, jurnal, 

dan tulisan ilmiah lainnya. 

3. Bahan Hukum Tersier 

 Bahan Hukum Tersier adalah suatu bahan yang memberikan 

arahan ataupun  penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder berupa kamus dalam membantu penelitian serta hasil 

karya ilmiah berupa jurnal, makalah. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi 

Kepustakaan. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian 

kepustakaan yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan, buku-

buku, dokumen resmi, publikasi, hasil penelitian, dan lain-lain untuk 

melengkapi data dalam penelitian.
39

 

 

E. Analisi Data 

 Analisis data adalah proses memeriksa data, mengubah data, dan 

membuat model data agar menghasilkan informasi yang bisa memberikan 

petunjuk untuk peneliti mengambil keputusan terhadap permasalahan yang 

akan di teliti.
40

 

 Data yang diperoleh dari penelitian ini akan di ringkas dan di 

kaitkan dengen penelitian yang dilakukan secara kualitatif dengan 

langkah-langkah seperti berikut. Metode analisis yang menjadi acuan 

peneliti yaitu deskriptif kualitatif. Kualitatif adalah pengolahan data yang 

telah didapatkan dengan memperioritaskan data yang. Berdasarkan hasil 

dari penelitia tersebut, penulis kemudian memberikan kesimpulan terkait 

data yang akan disajikan.
41
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dalam kasus penggelapan (Pasal 372 KUHP), kesimpulan dari segi aspek 

kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan adalah bahwa pasal tersebut 

memberikan kepastian hukum bagi pelaku dan korban, namun 

pemidanaan harus mempertimbangkan keadilan yang adil dan 

komprehensif serta kemanfaatan bagi masyarakat secara luas. Putusan 

hakim adalah hukum yang perlu ditegakkan untuk menjaga 

keharmonisan sosial dan mengembalikan kepercayaan masyarakat 

terhadap penegakan hukum secara umum. Dalam mengambil keputusan, 

hakim dapat menimbang bukti-bukti yang ada dan mengambil 

kesimpulan yang lebih mengarah pada keadilan dan kepastian hukum. 

2. Pemidanaan harus mempertimbangkan keadilan distributif, yaitu 

memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan perbuatan 

pelaku, serta mempertimbangkan kerugian yang dialami korban. Selain 

sanksi pidana, pemidanaan juga dapat mencakup keadilan kompensatif, 

yaitu kewajiban bagi pelaku untuk mengganti kerugian yang dialami 

korban. Hal ini penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan 

pemulihan atas kerugian yang dideritanya. Proses penanganan kasus 
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penggelapan harus dilakukan secara adil dan transparan, termasuk hak-

hak tersangka dan terdakwa, seperti hak untuk didengar, didakwa, dan 

dibela. Kepastian hukum juga tercermin dalam penegakan hukum yang 

konsisten dan tidak diskriminatif. Pemidanaan terhadap pelaku 

penggelapan diharapkan dapat memberikan efek deterensi bagi potensi 

pelaku lain, sehingga dapat mengurangi tingkat kejahatan penggelapan 

di masyarakat.  

B. Saran 

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, penulis memiliki beberapa saran 

untuk menjadi pertimbangan ke depannya yaitu: 

1. Perlu dilakukan kajian dan penyempurnaan peraturan hukum terkait 

penggelapan, termasuk revisi pasal 372 KUHP, untuk memastikan bahwa 

aturan tersebut relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan 

masyarakat. Peningkatan kualitas penegakan hukum, termasuk 

peningkatan kemampuan penanganan kasus oleh aparat penegak hukum, 

sangat penting untuk memastikan bahwa pasal 372 KUHP dapat 

diterapkan secara efektif.  

2. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang tindak pidana penggelapan, 

melalui pendidikan dan sosialisasi, dapat membantu mengurangi angka 

kejahatan penggelapan dan meningkatkan rasa aman di 

masyarakat. Kolaborasi antara aparat penegak hukum, lembaga 

pendidikan, dan berbagai pihak terkait lainnya dapat meningkatkan 

efektivitas penanganan kasus penggelapan dan pencegahannya.  
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